*3 BAWASLU

[ 4 PADAN PINGAWAS PEMILINAN UMUM

KADUPATEN KAMPAR

JIHR. Soebrantas ( Kompleks Bupati Lama ) No. 01 Bangkinang Kota
E-mail: panwaslukabupatenkampar2017@gmail.com

Bangkinang, 9 September 2024

Nomor . 453/PM.00.02/K.RA-04/09/2024
Sitat . Penting

Lampiran . 1(Berkas)

Hal : Imbauan

Kepada Yth,

Ahmad Yuzar, S.Sos.,MT (Bakal Calon Bupati)

di-
Tempat

Dasar Hukum.
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati,
dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati,
dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 Pengawasan
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 1 Tahun 2018 Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Cuti Di Luar
Tanggungan Negara Bagi Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta
Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;

4. Surat Edaran Mentéri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
18 Tahun 2023 tentang Netralitas Bagi Aparatur Sipil Negara yang Memiliki Pasangan
(Suami/lstri) Berstatus Sebagai Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Calon
Anggota Legislatif, dan Calon Presiden/Wakil Presiden;

A. Berkenaan dengan Penerapan Asas Netralitas bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara yang
memiliki pasangan (suamifistri) sebagai Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Calon
Anggota Legislatif, dan Calon Presiden/Wakil Presiden, Berdasarkan hal tersebut diatas,
demi menjalankan tugas Pencegahan Pelanggaran pada Pemilihan Bupati dan Wakil bupati
Kabupaten Kampar Tahun 2024. maka Bawaslu Kabupaten Kampar Memberikan Imbauan

terhadap hal-hal sebagai berikut :

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

1. Memperhatikan Ketentuan Huruf D angka 1 Halaman 3 Surat Edaran Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2023
menegaskan bahwa bagi pegawai Aparatur Sipil Negara yang Memiliki Pasangan
(Suami/Istri) Berstatus Sebagai Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Calon
Anggota Legislatif, dan Calon Presiden/Wakil Presiden dapat mendampingi suami atau
istri selama tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Tahun 2024
dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Diperkenankan mendampingi suami atau istri baik pada saat pendaftaran di Komisi
Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan Umum Daerah maupun pengenalan kepada
masyarakat;

b. Diperkenankan menghadiri kegiatan kampanye yang dilakukan oleh suami atau istri,
namun tidak boleh terlibat secara aktif dalam pelaksanaan kampanye tersebut;

c. Diperkenankan untuk foto bersama dengan suami atau istri yang menjadi calon
kepala daerah/wakil kepala daerah, calon anggota legislative, dan/atau calon
presiden/wakil presiden namun tidak mengikuti simbol tangan/Gerakan yang
digunakan sebagai bentuk keberpihakan/dukungan;

d. Tidak menggunakan atribut instansi, partai politik, calon kepala daerah/wakil kepala
daerah, calon anggota legislative, dan/atau calon presiden/wakil presiden pada
masa kampanye Pemilihan Umum dan Pemilihan Tahun 2024,

e. Tidak melakukan kampanye atau sosialisasi dalam media sosial baik berupa posting,
memberikan komentar (comment), membagikan link atau tautan (share),
memberikan /ike dan/atau ikon, karakter atau simbol tertentu yang menunjukan
dukungan kepada suami atau istri yang menjadi calon kepala daerah/wakil kepala
daerah, calon anggota legislatif, dan/atau calon presiden/wakil presiden;

f. Tidak diperkenankan menjadi pembicara atau narasumber dalam kegaiatan partai
politik atau menjadi juru kampanye bagi suami atau istri yang menjadi calon kepala
daerah/wakil kepala daerah, calon anggota legislatif, dan/atau calon presiden/wakil
presiden; dan

g. Tidak mengadakan kegiatan yang mengarah pada keberpihakan (pertemuan,
ajakan, himbauan, seruan, dan/atau pemberian barang tertentu) termasuk
penggunaan barang milik negara atau milik pribadi untuk mendukung suami atau
istri yang menjadi calon kepala daerah/wakil kepala daerah, calon anggota legislatif,

dan/atau calon presiden/wakil presiden.

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

2. Memperhatikan Ketentuan Huruf D angka 2 Halaman 4 Sural Edaran Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2023
menegaskan bahwa dalam rangka menjaga netralitas dan guna mencegah penggunaan
fasilitas jabatan/negara, serta mencegah adanya keputusan dan/atau Tindakan yang
dapat menguntungkan dan/atau merugikan salah satu pasangan calon, maka bagi
pegawai Aparatur Sipil Negara yang akan mendampingi suami atau istri selama tahapan
penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Tahun 2024, agar mengambil Cuti di
Luar Tanggungan Negara;

3. Memperhatikan Ketentuan Huruf D angka 3 Halaman 4 Surat Edaran Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2023
menegaskan bahwa bagi pegawai Aparatur Sipil Negara yang memiliki pasangan
(suamifistri) berstatus sebagai calon kepala daerah/wakil kepala daerah, calon anggota
legislatif, dan calon presiden/wakil presiden yang melanggar asas netralitas dapat

dijatuhi sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Penutup

Demikan Imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimaksih.

Ketua,

Syawj dullah

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

"> BAWASLU

DADAN PENGAWAS PEMILINAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR

JI. HR. Soebrantas ( Kompleks Bupati Lama ) No. 01 Bangkinang Kota
E-mail: panwaslukabupatenkampar2017@gmail.com

Bangkinang, 9 September 2024

Nomor : 453/PM.00.02/K.RA-04/09/2024
Sifat . Penting

Lampiran . 1 (Berkas)

Hal . Imbauan

Kepada Yth,

Repol, S.Ag., M.IP (Bakal Calon Bupati)

di-
Tempat

Dasar Hukum.
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati,
dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati,
dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 Pengawasan
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 1 Tahun 2018 Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Cuti Di Luar
Tanggungan Negara Bagi Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta
Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;

4. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
18 Tahun 2023 tentang Netralitas Bagi Aparatur Sipil Negara yang Memiliki Pasangan
(Suamiflstri) Berstatus Sebagai Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Calon
Anggota Legislatif, dan Calon Presiden/Wakil Presiden;

A. Berkenaan dengan Penerapan Asas Netralitas bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara yang
memiliki pasangan (suamifistri) sebagai Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Calon
Anggota Legislatif, dan Calon Presiden/Wakil Presiden, Berdasarkan hal tersebut diatas,
demi menjalankan tugas Pencegahan Pelanggaran pada Pemilihan Bupati dan Wakil bupati
Kabupaten Kampar Tahun 2024. maka Bawaslu Kabupaten Kampar Memberikan Imbauan
terhadap hal-hal sebagai berikut :

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

Memperhatikan  Ketentuan Huruf D angka 1 Halaman 3 Surat Edaran Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2023
menegaskan bahwa bagi pegawai Aparatur Sipil Negara yang Memiliki Pasangan
(Suami/lstri) Berstatus Sebagai Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Calon
Anggota Legislatif, dan Calon Presiden/Wakil Presiden dapat mendampingi suami atau
istri selama tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Tahun 2024
dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Diperkenankan mendampingi suami atau istri baik pada saat pendaftaran di Komisi
Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan Umum Daerah maupun pengenalan kepada
masyarakat;

b. Diperkenankan menghadiri kegiatan kampanye yang dilakukan oleh suami atau istri,
namun tidak boleh terlibat secara aktif dalam pelaksanaan kampanye tersebut;

c. Diperkenankan untuk foto bersama dengan suami atau istri yang menjadi calon
kepala daerah/wakil kepala daerah, calon anggota legislative, dan/atau calon
presiden/wakil presiden namun tidak mengikuti simbol tangan/Gerakan yang
digunakan sebagai bentuk keberpihakan/dukungan;

d. Tidak menggunakan atribut instansi, partai politik, calon kepala daerah/wakil kepala
daerah, calon anggota legislative, dan/atau calon presiden/wakil presiden pada
masa kampanye Pemilihan Umum dan Pemilihan Tahun 2024;

e. Tidak melakukan kampanye atau sosialisasi dalam media sosial baik berupa posting,
memberikan komentar (comment), membagikan link atau tautan (share),
memberikan like dan/atau ikon, karakter atau simbol tertentu yang menunjukan
dukungan kepada suami atau istri yang menjadi calon kepala daerah/wakil kepala
daerah, calon anggota legislatif, dan/atau calon presiden/wakil presiden;

f. Tidak diperkenankan menjadi pembicara atau narasumber dalam kegaiatan partai
politik atau menjadi juru kampanye bagi suami atau istri yang menjadi calon kepala
daerah/wakil kepala daerah, calon anggota legislatif, dan/atau calon presiden/wakil
presiden; dan

g. Tidak mengadakan kegiatan yang mengarah pada keberpihakan (pertemuan,
ajakan, himbauan, seruan, dan/atau pemberian barang tertentu) termasuk
penggunaan barang milik negara atau milik pribadi untuk mendukung suami atau
istri yang menjadi calon kepala daerah/wakil kepala daerah, calon anggota legislatif,

dan/atau calon presiden/wakil presiden.

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

ro

Momperhatkan Ketentuan Huruf D angka 2 Halaman 4 Sural Edaran Mentori
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2023
menegaskan bahwa dalam rangka menjaga netralitas dan guna mencegah penggunaan
fasilitas jabatan/negara, serta mencegah adanya keputusan dan/atau Tindakan yang
dapat menguntungkan dan/atau merugikan salah satu pasangan calon, maka bagi
pegawai Aparaltur Sipil Negara yang akan mendampingi suami atau islri selama tahapan
penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Tahun 2024, agar mengambil Cuti di
Luar Tanggungan Negara;

3. Memperhatikan Ketentuan Huruf D angka 3 Halaman 4 Surat Edaran Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2023
menegaskan bahwa bagi pegawai Aparatur Sipil Negara yang memiliki pasangan
(suami/istri) berstatus sebagai calon kepala daerah/wakil kepala daerah, calon anggota
legislatif, dan calon presiden/wakil presiden yang melanggar asas netralitas dapat

dijatuhi sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Penutup

Demikan Imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimaksih.

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

”ﬁ BAWASLU

PADAN FENOAWALS PEMILIMAN LIMUN

KADUPFPATIN KAMPAR
JIHR Soobrantas ( Komploks Bupati Lama ) No. 01 Bangkinang Kota
E-mal panwaslukabupatenkampar2017@gmail. com

Bangkinang, 9 September 2024

Nomor 453/PM.00.02/K.RA-04/09/2024
Sifat . Penling

Lampiran o 1 ( Berkas)

Hal . Imbauan

Kepada Yth,
Drs. H. Yusri, M.Si (Bakal Calon Bupati)

di-
Tempat

Dasar Hukum.
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati,
dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati,
dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 Pengawasan
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 1 Tahun 2018 Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Cuti Di Luar
Tanggungan Negara Bagi Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta
Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;

4. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
18 Tahun 2023 tentang Netralitas Bagi Aparatur Sipil Negara yang Memiliki Pasangan
(Suami/lstri) Berstatus Sebagai Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Calon
Anggota Legislatif, dan Calon Presiden/Wakil Presiden;

A. Berkenaan dengan Penerapan Asas Netralitas bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara yang
memiliki pasangan (suami/istri) sebagai Calon Kepala Daerah/\Wakil Kepala Daerah, Calon
Anggota Legislatif, dan Calon Presiden/Wakil Presiden, Berdasarkan hal tersebut diatas,
demi menjalankan tugas Pencegahan Pelanggaran pada Pemilihan Bupati dan Wakil bupati
Kabupaten Kampar Tahun 2024. maka Bawaslu Kabupaten Kampar Memberikan Imbauan
terhadap hal-hal sebagai berikut

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

Memperhatikan Ketentuan Huruf D angka 1 Halaman 3 Surat Edaran Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2023
menegaskan bahwa bagi pegawai Aparatur Sipil Negara yang Memiliki Pasangan
(Suami/lstri) Berstatus Sebagai Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Calon

Anggota Legislatif, dan Calon Presiden/Wakil Presiden dapat mendampingi suami atau

istri selama tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Tahun 2024

dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Diperkenankan mendampingi suami atau istri baik pada saat pendaftaran di Komisi
Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan Umum Daerah maupun pengenalan kepada
masyarakat;

b. Diperkenankan menghadiri kegiatan kampanye yang dilakukan oleh suami atau istri,
namun tidak boleh terlibat secara aktif dalam pelaksanaan kampanye tersebut,

c. Diperkenankan untuk foto bersama dengan suami atau istri yang menjadi calon
kepala daerah/wakil kepala daerah, calon anggota legislative, dan/atau calon
presiden/wakil presiden namun tidak mengikuti simbol tangan/Gerakan yang
digunakan sebagai bentuk keberpihakan/dukungan;

d. Tidak menggunakan atribut instansi, partai politik, calon kepala daerah/wakil kepala
daerah, calon anggota legislative, dan/atau calon presiden/wakil presiden pada
masa kampanye Pemilihan Umum dan Pemilihan Tahun 2024;

e. Tidak melakukan kampanye atau sosialisasi dalam media sosial baik berupa posting,
memberikan komentar (comment), membagikan link atau tautan (share),
memberikan like dan/atau ikon, karakter atau simbol tertentu yang menunjukan
dukungan kepada suami atau istri yang menjadi calon kepala daerah/wakil kepala
daerah, calon anggota legislatif, dan/atau calon presiden/wakil presiden;

f. Tidak diperkenankan menjadi pembicara atau narasumber dalam kegaiatan partai
politik atau menjadi juru kampanye bagi suami atau istri yang menjadi calon kepala
daerah/wakil kepala daerah, calon anggota legislatif, dan/atau calon presiden/wakil
presiden; dan

g. Tidak mengadakan kegiatan yang mengarah pada keberpihakan (pertemuan,
ajakan, himbauan, seruan, dan/atau pemberian barang tertentu) termasuk
penggunaan barang milik negara atau milik pribadi untuk mendukung suami atau
istri yang menjadi calon kepala daerah/wakil kepala daerah, calon anggota legislatif,

dan/atau calon presiden/wakil presiden.

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

Memperhatkan Kotentuan Huruf D angka 2 Halaman 4 Sural Edaran Montor
| (

r

Pondayagunaon Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2023
menegaskan bahwa dalam rangka menjaga netralitas dan guna mencegah penggunaan
fasiitas jabatan/negara, serta mencegah adanya keputusan dan/atau Tindakan yang
dapat menguntungkan dan/atau merugikan salah satu pasangan calon, maka bagi
pegawai Aparatur Sipil Negara yang akan mendampingi suami atau istri selama tahapan
penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Tahun 2024, agar mengambil Cuti di
Luar Tanggungan Negara;

3. Memperhatikan Ketentuan Huruf D angka 3 Halaman 4 Surat Edaran Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2023
menegaskan bahwa bagi pegawai Aparatur Sipil Negara yang memiliki pasangan
(suami/istri) berstatus sebagai calon kepala daerah/wakil kepala daerah, calon anggota
legislatif, dan calon presiden/wakil presiden yang melanggar asas netralitas dapat

dijatuhi sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
B. Penutup

Demikan Imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimaksih.

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

